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ABSTRAK 

 

Dalam mencapai keluarga yang bahagia ditempuh upaya menurut kemampuan 

masing-masing keluarga. Namun demikian, banyak juga keluarga yang gagal 

dalam mengupayakan keharmonisannya, impian buruk akan terjadi yaitu 

timbulnya suatu benturan “perceraian” yang tidak pernah mereka harapkan. 

Terjadinya banyak perceraian mensiratkan sebuah tanda bahwa ada persoalan-

persoalan dalam perkawinan yang tidak dapat diselesaiakan oleh para pihak 

(suami dan isteri) sehingga perceraian menjadi sebuah pilihan untuk mengakiri 

perkawinan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab perceraian pada 

masyarakat kabupaten Bima dan untuk mengetahui peran peradilan agama 

kabupaten Bima dalam penyelesaiakan perkara cerai talak dan cerai gugat. 

Metode yang digunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan tipe pendekatan 

sosio yuridis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di pengadilan agama 

kabupaten bima. Subjek penelitian ini antara lain pihak suami istri yang 

berperkara serta hakim-hakim pengadilan agama dengan tehnik pengumpulan data 

dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian diperoleh 

penyebab cerai talak dan cerai gugat di pengadilan agama Bima adalah 

perselisihan dan pertengkaran yang menjadi faktor tertinggi, kemudian 

meninggalkan salah satu pihak, KDRT, ekonomi, madat, judi, zina, kawin paksa, 

murtad, poligami, dihukum penjara, serta cacat fisik. peranan pengadilan agama 

Bima dalam menyikapi tingginya cerai gugat dan cerai talak yaitu sebelum 

memutuskan perkara, majelis Hakim terlebih dahulu mempunyai kewajiban untuk 

menasehati penggugat atau tergugat didalam majelis persidangan serta Hakim 

dalam memutuskan suatu perkara perceraian haruslah memperhatikan dengan baik 

alasan yang diberikan oleh pihak penggugat. Perceraian harus ada alasan yang 

dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian, tentunya dalam hal ini 

sangat mendasar, terutama pada Pengadilan Agama yang memiliki wewenang 

untuk memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan.  

 
Kata kunci: peranan peradilan agama, cerai talak, cerai gugat, konflik keluarga 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki keinginan untuk 

menikah, karena pernikahan merupakan salah satu faktor yang menjaga 

kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Pembentukan keluarga diawali 

dengan perkawinan. Perkawinan yang dimaksud adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti 

yang tertuang dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-

undang no. 16 tahun 1974. 

Kemampuan masing-masing keluarga dalam berkomunikasi merupakan 

salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Di sisi lain, banyak 

keluarga yang tidak mampu memperjuangkan keharmonisan, dan hal yangtidak 

diinginkan pun timbul, yaitu akan terjadi konflik yang tidak pernah mereka duga 

(perceraian). Timbulnya perkara cerai dalam jumlah yang besar berarti adanya 

permasalahan dalam perkawinan yang sulit oleh pasangan dalam temuan untuk 

mencari jalan keluar permasalahan yang sedang dihadapi pasangan, dan di antara 

pilihan dalam menyelesaikan hubungan pernikahan dan melakukan perceraian. 

Perceraian atas dasar hal apapun yang tidak melayani tujuan untuk 

mempertahankan kesinambungan hubungan perkawinan. Kesejahteraan keluarga, 

tujuan utama perkawinan, hanyalah sebagian kecil dari tugas negara untuk 
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melindungi warga negara dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara 

keseluruhan, termasuk keluarga yang terikat oleh ikatan perkawinan yang sah. 

Di dalam Islam, pernikahan di wajibkan agar terhindar dari dosa zinah dan 

salah satu penyempurna ibadah yang menjadi ikatan suci yang dijanjikan kepada 

Allah dan disaksikan oleh para malaikat. Akan tetapi pernikahan bisa diputuskan, 

apabila karena kemauan pasngan suami dan istri  atau kemauan sendiri suami/istri. 

Dalam agama Islam, istri berhak untuk menggugat sang suami, ketika tidak 

dinafkahi maupun dicintai oleh suami, sehingga tidak mampu untuk melanjutkan 

kehidupan berumah tangganya bersama sang suami. (QS.2:229). Menurut KHI, 

Putusnya perkawinan karena perceraian atau atas dasar gugatan cerai  (KHI Pasal 

114). Perceraian disebabkan oleh seorang suami mapun istri atas kuasa hukumnya 

untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Sedangkan cerai gugat adalah 

gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya di pengadilan tempat 

tinggal penggugat.  (KHI Pasal 73 (1) yaitu para keluarga pada lingkup garis 

keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri. 

Salah satu pasal pada KHI menjelaskan alasan cerai gugat harus sama 

dengan alasan perceraian, sebab cerai gugat yaitu salah satu bentuk dari 

perceraian. Pada KHI Pasal 116 menjelaskan bahwa cerai bisa diajukan atas faktor 

berikut: a) Ketika suami/istri berzinah, pemabuk, judi dan lain-lain, maka 

penyakitnya tidak dapat disembuhkan;  b) Tanpa alasan yang pasti, suami/istri 

meninggalkan salah satupihak dalam kurun waktu 2 tahun; c) Setelah menikah 

pasangan terjerat tindak pidana 5tahun maupun terjerat pidana seumur hidup;  d) 

terjadi penganiayaan atau kekejaman yang dilakukan oleh suami/istri terhadap 
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pasngan; e) Pasangan memliki cacat pada tubuh sehingga tidak dapat 

melaksanakan hubungan layaknya suami istri;  f) Tidak dapat hidup rukun karena 

sering terjadi pertengkaran; (g) Ta’lik cerai sering dilanggar oleh suami; h) terjadi 

perselisihan dalam keluarga karena suami/istri berpindah keyakinan.  

Menurut Kamaruddin Amin yang kutip oleh Nur Aisyah (2018:47) pada 

tahun 2019 angka perceraian tercatat sebanyak 480.618 perkara. Dari tahun 2015 

perkara peceraian terjadi peningkatan perkara. Hal itu didukung dengan data  yang 

tercatat di Peradilan Agama Mahkamah Agung. Perincian di tahun 2015 tercatat 

sejumlah 394.246 perkara, tahun 2016 kemudian meningkat sejumlah 401.717 

perkara, tahun 2017 bertambah lagi dan meningkat sebanyak 415.510 perkara dan 

terus terjadi peningkatan sebanyak 444.358 perkara pada tahun 2018. Kemudian, 

pada 2020, per Agustus, perkara yang tercatat sejumlah 306.688 perkara dan 

Kabupaten Bima merupakan salh satu daerah dengan angka cerai bertambah 

tinggi dari tahun ke tahun.. 

Tabel 1.1 Pengajuan Perceraian di PA Kabupaten Bima Tahun 2019-2021. 

No. Tahun Cerai Gugat Cerai Talak Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

2019 

2020 

2021 

2022 

1.589 

1.518 

1.645 

1.643 

382 

433 

418 

398 

1.971 

1.951 

2.063 

2.041 

 Total 6.395 1.631 8.026 

Sumber: Data resmi dari Pengadilan Agama Bima 
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Berdasarkan tabel 1.1 dapat diuraikan bahwa dalam 4 tahun terakhir 

jumlah perceraian meningkat sejak tahun 2019-2022 mencapai 4.754 perkara 

gugat dan 1.232 perkara talak. Data jumlah kasus ini diambil dari situs resmi 

pengadilan agama kabupaten Bima. Jumlah perkara cerai gugat pada tahun 2019 

tercatat mencapai 1590 kasus dan perkara cerai talak mencapai 381 kasus. 

kemudian pada tahun 2020 penurunan terjadi walau tidak signifikan sebanyak 

1517 perkara cerai gugat dan perkara cerai talak mengalami peningkatan menjadi 

434 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan kasus cerai gugat 

menjadi 1.647 kasus dan mengalami penurunan kasus cerai talak menjadi 417 

kasus. Dan kemudian tahun 2022 mengalami penurunan sedikit yaitu dengan 

1.643 cerai gugat dan 398 cerai talak. 

Untuk memutuskan ikatan atau perceraian tidak langsung saling melontar 

kan talak atau saling meninggalkan, tetapi dibutuhkan lembaga keadilan sebagai 

penengah dalam suatu masalah. Status lembaga peradilan dengan demikian 

dipercaya untuk menjadi pelaksanaan peran sebagai hakim baik, berfungsi sebagai 

katup penekan yang mengadili semua pelanggaran hukum serta ketertiban umum. 

Pengadian Agama didefinisikan seperti harapan terakhir bagi masyarakat 

mendapatkan kebenaran serta keadilan. Oleh karena itu, secara teori pengadilan 

agama masih dipandang sebagai lembaga yang berperan dalam pembuktian 

kebenaran dan keadilan (menegakkan keadilan dan kebenaran). Yang mempunyai 

wewenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata 

seperti perkara cerai talak dan gugat adalah Pengadilan Agama tingkat pertama 

kabupaten Bima sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Kab. Bima. 
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Berdasarkan pembahasan tersebut peneliti tertarik mengangkat judul 

“Peranan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Kasus Cerai Talak Dan Cerai 

Gugat Sebagai Upaya Menyelesaikan Konflik Keluarga (Studi Kasus Di 

Pengadilan Agama Kabupaten Bima)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah yang disusun oleh peneliti: 

1.2.1 Apa saja penyebab terjadinya cerai talak dan cerai gugat pada 

masyarakat di Kabupaten Bima? 

1.2.2 Bagaimana peranan Peradilan Agama Kabupaten Bima dalam 

menyelesaikan kasus cerai talak dan cerai gugat pada konflik 

keluarga? 

1.2.3 Bagaimana tingkat keberhasilan peranan Peradilan Agama dalam 

menyelesaikan kasus cerai talak dan cerai gugat di Kabupaten Bima? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan masalah tersebut capaian untuk penelitian ini adalah: 

1.3.1 Mengetahui penyebab terjadinya cerai talak dan cerai gugat pada 

masyarakat di Kab. Bima. 

1.3.2 Untuk mengetahui peranan peradilan agama Kabupaten Bima dalam 

menyelesaikan kasus cerai talak dan cerai gugat pada konflik 

keluarga. 
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1.3.3 Untuk mengetahui tingkat keberhasilan peranan peradilan agama 

dalam menyelesaikan kasus cerai talak dan cerai gugat di Kabupaten 

Bima. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Memberikan wawasan pengetahuan serta pemahaman terkait 

peranan peradilan agama dalam menyelesaikan kasus cerai talak dan 

cerai gugat yang semakin banyak terjadi khususnya masyarakat 

kabupaten Bima. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi masyarakat 

Memberikan wawasan serta pengetahuan untuk masyarakat luas 

terhadap konflik keluarga dengan talak cerai dan talak gugat dapat di 

selesaikan dengan adanya peranan peradilan Agama. 

2. Bagi Peneliti 

sebagai salah satu persyaratan dalam menyelsaikan studi 

pendidikan pancasila dan kewarganegaraan serta sebagai ilmu 

pengetahuan dan membangun pola berpikir kritis sebagai mahasiswa. 



 

7 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Penelitian Relevan adalah penelusuran terhadap studi atau karya-karya 

terdahulu yang terkait untuk menghindari dublikasi, plagiasi, repetisi, serta 

menjamin keabsahan dan keaslian yang dilakukan. Hasil penelitian 

sebelumnya dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang 

sedang di lakukan ini antara lain::  

1. Zuhrah (2017) dengan judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Bima 

Dalam Bingkai Budaya Patriarki” Fokus penelitian ini adalah pada 

perspektif patriarki budaya di Bima. Penelitian kualitatif sebagai metode 

dalam penelitian ini, secara langsung peneliti berada di lapangan, 

mewawancarai narasumber atau pemangku kepentingan yang pernah 

mengetahui tentang kasus KDRT. Dari hasil penelitian ini diketahui, kasus 

KDRT di Kabupaten Bima lebih banyak dibandingkan di Kota Bima. 

Sedangkan data di Kota Bima selama 2014-2015 hanya 17% dibandingkan 

data di Kabupaten Bima. Kasus KDRT yang tertulis di Pengadilan Agama 

lebih dipengaruhi dengan memperhatikan kepedulian terhadap rumah 

tangga. pekerjaan tetap yang tidak dimiliki suami, sedangkan istrinya tidak 

tidak berkontribusi terhadap suaminya dalam mendapatkan pekerjaan, 

sehingga mendapat penghasilan lebih. KDRT di Bima terkadang terjadi 

pada istri maupun anak. Sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk 

bercerai sebagai jalan keluar. 
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2. Rachmat Rizki Aulawi (2019) dengan judul “Efektifitas Mediasi Dalam 

Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu” penelitian ini 

membahas tentang peranan pengadilan agama dalam perkara perceraian 

dan keberhasilan mediasi dalam proses perceraian. penelitian yuridis 

empiris digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang digunakan 

untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek. 

3. Fikri, dkk (2019) dengan judul “Kontekstualisasi cerai talak melalui fikih 

dan hukum nasional Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

talak adalah hak mutlak suami terhadap istri jadi dianggap sah jika 

dilakukan, talak yang dinyatakan suami yaitu sah dari segi fikih, karena 

hukumnya otomatis berlaku bagi yang mengucapkannya. Cerai talak 

dikabulkan oleh pengadilan agama eksternal tanpa kepastian hukum, istri 

tidak bisa menuntut haknya, komunitas Muslim bisa mengikuti sistem 

hukum di Indonesia meskipun perceraian yang berasal dari fikih bisa 

'otomatis terjadi, komunitas Muslim tidak dapat mengabaikan sistem 

hukum Indonesia'.  

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Pengertian Perceraian 

Peceraian dalam KBBI berarti perkara perceraian antara suami dan 

istri, di mana istilah "bercerai" sendiri berarti menjatuhkan talak atau 

mengakhiri status sebagai seorang suami maupun isteri. Perceraian adalah 

putusnya hubungan suami istri menurut keputusan hakim, atas permintaan 

salah satu pihak dalam perkawinan dengan alasan yang ditentukan oleh 
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undang-undang KUH Perdata pasal 207. Perceraian adalah ketika pasangan 

keluarga memilih supaya mengakhiri hubungan satu sama lain dan melepas 

tanggung jawab dalam perkawinan. (P.N.H Simanjuntak, 

2017:63).  Perceraian menurut UU perkawinan merupakan perceraian terjadi 

apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama 

merasakan tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga. 

perkawinan tidak diberikan definisi terhadap perceraian secara khusus pada 

undang-undang no. 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang no. 1 tahun 

1974.  

Penyatatuan visi dan misi antara pasangan yang bercita-cita untuk 

bersama dan hidup bersama, meskipun berbeda dalam hal budaya dan sosial, 

kemauan, dan keperluan yang tidak sama merupakan proses perkawinan. Oleh 

karena nya, perkawinan wajib selalu dibicarakan dan disetujui antara pasangan 

tentang proses pertukaran untuk perkawinan.  

2.2.2 Cerai Talak dan Cerai Gugat dalam Undang-undang 

Pada Pasal 39 ayat 1 undang-undang no.16 tahun 2019 menjelaskan 

“perceraian hanya bisa dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama 

setelah hakim yang berkaitan berusaha serta tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak.” Kemudian pada pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa 

“Gugatan cerai sudah diajukan ke Pengadilan Agama”.  Perceraian yang 

disebutkan pada UU tersebut ialah cerai antara gugat dan talak. Namun, Pasal 

114 KHI menjelaskan bahwa “Putusnya suatu perkawinan disebabkan oleh 

perceraian, sehingga bisa terjadi sebab cerai atau gugatan cerai.   Pasal 115 
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KHI mempertegas bahwa “perceraian adalah cerai talak atau cerai gugat 

hanya bisa dilaksanakan sebelum pengadilan agama setelah upaya yang gagal 

untuk mendamaikan kedua pihak ”. 

Cerai talak di kaum muslim menunjukkan keretakan perkawinan 

ketika suami menyatakannya kepada istrinya. Namun, pemahaman 

masyarakat muslim di Indonesia, meskipun hukum perceraian sudah sangat 

jelas hukumnya  yaitu undang-undang no.16 tahun 2019 dan KHI, Namun 

pada kenyataannya, masyarakat sering menemukan bahwa jika suami telah 

menyatakan cerai, berarti ia telah menceraikan istrinya. Hal ini karena 

sebagian besar umat Islam di Indonesia terpolarisasi pemahamannya tentang 

hukum yang diturunkan dari sudut pandang ulama yang tergabung dalam 

mazhab fikih.  

Berdasarkan sistem hukum di Indonesia, suatu kejadian mesti 

dilakukan pada ketentuan hukum, termasuk UU.  Demikian halnya peraturan 

tentang cerai talak mesti didasarkan pada undang-undang no.16 tahun 2019 

dan KHI berkaitan pada proses penyelesaiannya, jadi kesahan perceraian di 

Indonesia mengikat di PA. Artinya, hukum perceraian dari segi hukum formal 

harus melalui persidangan di Pengadilan Agama Islam. Perceraian dari Talak 

dapat dilakukan secara sah dan resmi hanya jika ada putusan hakim di depan 

sidang Pengadilan Agama.  

undang-undang no.16 tahun 2019 memberikan kemungkinan 

perceraian jika suami memiliki sebab-sebab seperti zina, miras, tebasan dan 

judi yang mempersulit pembentukan keluarga sakinah, mawaddah wa 
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rahmah. dari cara ini, tidak ada pihak yang dapat mengakhiri pernikahan 

tanpa perintah pengadilan.  Semakin banyak perceraian yang terjadi di 

masyarakat menunjukkan bahwa hukum perceraian semakin dekat..  Dasar 

hukum talak yaitu dimuat dalam peraturaan perundang-undangan; 1) Pasal 

38-41 undang-undang no.16 tahun 2019. 2) Pasal 14 sampai 36, Pasal 199 

KUH Perdata. 3) Pasal 113-128 Intruksi Presiden no. 1 tahun 1991 mengenai 

Kompilasi Hukum Islam. 

2.2.3 Garis Besar Cerai Talak dan Cerai Gugat 

Hilangnya status pernikahan di setiap tahun dan angkanya terus 

meningkat, menjadi fenomena yang sering kita lihat dan saksikan dalam 

lingkungan masyarakat. Keadaan ini terjadi karena maraknya perceraian 

tanpa mempertimbangkan banyak hal oleh masyarakat. Akibatnya, perceraian 

seringkali bukan solusi untuk masalah, tetapi justru menimbulkan banyak 

masalah baru yang terkadang lebih sulit dan pelik. Begitupun dalam perkara 

perceraian yang tampaknya yang akhir-akhir ini menjadi tren di masyarakat. 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa permohonan 

talak maupun gugat berada di urutan tertinggi dan meningkat pesat dari tahun 

ke tahun.   

Secara etimologis, kata al-thalaq berasal dari kata al-ithlaq, yang 

berarti meninggalkan atau melepaskan. Misalnya, mengatakan "Saya 

melepaskan tawanan" menunjukkan bahwa Anda telah membebaskannya. 

Talak berarti “membuka ikatan atau membatalkan perjanjian”. Furqah berarti 

“bercerai”, lawan dari “berkumpul”. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan 
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istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti: perceraian antara suami istri (Kamal 

Muchtar, 1993:47). 

Menurut Imam Syafi'i, cerai talak didefinisikan sebagai memutus 

hubungan perkawinan melalui kata zahir atau kata yang sama dengan talak. 

Menurut pendapat imam Maliki, cerai talak merupakan perlakuan terhadap 

sifat hukum tertentu yang mengakhiri kehalalan hubungan suami istri. 

Pasal 116 KHI mengendalikan faktor penyebab terjadinya perceraian, 

baik dalam kasus cerai gugat maupun cerai talak:  

a. Ketika suami/istri berzinah, pemabuk, judi dan lain-lain, maka 

penyakitnya tidak dapat disembuhkan. 

b. Tanpa alasan yang pasti, suami/istri meninggalkan salah satu pihak dalam 

kurun waktu 2 tahun. 

c. Setelah menikah pasangan terjerat tindak pidana 5tahun maupun terjerat 

pidana seumur hidup. 

d. Terjadi penganiayaan atau kekejaman yang dilakukan oleh suami/istri 

terhadap pasangan. 

e. Pasangan memliki cacat pada tubuh sehingga tidak dapat melaksanakan 

hubungan layaknya suami istri. 

f. Sulit untuk hidup rukun hidup rukun karena sering terjadi pertengkaran. 

g. Ta’lik cerai sering dilanggar oleh suami. 

h. terjadi perselisihan dalam keluarga karena suami/istri berpindah 

keyakinan. 
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Menurut Sulistyowati Irianto yang dikutip Amalia, dkk (2018: 134) 

Faktor Perceraian:  

a. komunikasi yang tidak lagi harmonis 

b. Ketidaksesuaian. 

c. Nilai dan gaya hidup terjadi perubahan 

d. Tidak melaksanakan kewajiban. 

e. Keuangan yang tidak stabil dan bermasalah. 

f. Perselisihan yang berkelanjutan. 

g. Ketidaksesuaian. 

h. Menjalin hubungan gelap 

i. Karakter atau moral yang buruk. 

j. Kekerasan dalam rumah tangga. 

2.2.4 Peranan Peradilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Peradilan 

Agama  

Dalam memastikan bahwa komponen-komponen hukum selaras lainnya 

merupakan peranan hakim Pengadilan Agama dalam penerapan Hukum Islam. 

Oleh sebab itu, dalam mencapai ketertiban dan kepastian hukum pada masyarakat 

diperlukan kemampuan hakim dalam menyelaraskan perangkat hukum dan 

kesadaran hukum, sehingga kekuatan hukum Islam sangat ditentukan oleh 

kemampuan para hakim tersebut. 

Peranan para hakim tertuang dalam pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 

tentang Peradilan Agama, peradilan agama adalah pengadilan tingkat pertama 

yang berwenang memeriksa, memutuskan, serta menyelesaikan perkara di tingkat 
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pertama antara orang yang beragama islam terkait perkawinan, kewarisan, wasiat, 

hibah, serta wakaf yang dilaksanakan disarakan pada hukum islam.  

Pengadilan Agama memiliki fungsi untuk melaksanakan fungsi 

utamanya.yaitu:  

1. Menyediakan serta melayani secara administratif dan yudikatif dalam 

penegakan hukum serta penyitaan pada perkara tingkat pertama. 

2. Menyediakan layanan di bidang pengurusan perkara pembukaan kembali 

dan bentuk pengurusan peradilan lainnya serta bidang kasasi dan banding 

3. memberi semua departemen Peradilan Agama pelayanan administrasi 

umum, termasuk umum, kepegawaian, dan keuangan, kecuali biaya 

perkara.   

4. menyediakan rekomendasi mengenai Keterangan, Pertimbangan, dan 

Saran tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di wilayah 

hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 50 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. 

5. Menyediakan layanan mediasi untuk permintaan dalam pembagian 

warisan di luar sengketa antara umat muslim yang dibuat berlandaskan 

hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) UU No. 3 

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. 

6. Akta Waris Waarmerking untuk Deposito/Tabungan, Pensiun, dll. 
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7. Menyediakan layanan seperti nasihat hukum, penegakan pertimbangan 

masyarakat, jasa penelitian, dll.  

Para hakim Pengadilan Agama harus berupaya untuk mengoptimalkan 

perannya sebagai berikut:   

1. Mencapai ketertiban dan kepastian hukum suapaya tetap selaras 

2. Keharmonisan diupayakan sebagai jalan keluar pada permasalahan yang 

di hadapi. 

3. Hukum di masyarakat diperjuangkan efektivitasnya 

Selain menyelesaikan konflik pada masyarakat namun juga mengubah 

apa yang ada sebagai tuntutan, hakim harus mempunyai kepekaan akan 

kesadaran sosial, wawasan dan keterampilan yang memadai dalam 

menghadapi perubahan sosial. Dengan kata lain, hakim pengadilan agama 

harus memenuhi tugas mereka sebagai profesional dan perencana sosial. 

Mempelajari sepenuhnya usaha penerapan hukum Islam, secara 

domestik serta internasional, dan memahami sepenuhnya kondisi sosial dan 

budaya di wilayah hukumnya merupakan peran hakim pengadilan agama. 

Untuk meningkatkan pemahaman tentang situasi, diperlukan cara berpikir 

yang dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat.  

Para hakim di pengadilan agama juga harus mampu berpikir realistis. 

Perlu adanya garis pemikiran yang dapat menjembatani kesenjangan antara 

cita-cita dan kenyataan, sebab usaha penerapan hukum Islam pada 

hakekatnya bersifat pragmatis, yakni diilhami oleh konteks tertentu. hak 

jembatan adalah menyimpang dari kenyataan.  
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2.2.5 Teori Efektifitas Hukum 

Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara peraturan hukum. Mungkin 

juga karena ada unsur paksaan dalam hukum, yang mendorong masyarakat untuk 

mematuhinya. Kadang-kadang, undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang 

tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang ada di masyarakat. Jika tidak, undang-

undang tersebut tidak efektif, tidak dapat diterapkan, atau bahkan dapat 

dikeluarkan dari pembangkangan perdata dalam beberapa kasus. Karena fakta 

bahwa penerapan hukum seringkali tidak efektif dalam kehidupan masyarakat, 

diskusi ini menarik untuk dibahas dari sudut pandang efektivitas hukum.. 

Masalah kecukupan legitimasi atau efektivitas terkait erat dengan aplikasi, 

pelaksanaan, dan implementasi peraturan di mata publik untuk mencapai tujuan 

yang sah, karena secara filosofi, yuridis dan sosial, hukum benar di terapkan 

dalam masyarakat guna mencapai tujuan hukum. 

Soerjono Soekanto (2013:6) dalam mengukur bagaimana efektif atau 

tidaknyahukum dalam masyarakat dapat dilihat dari beberapa faktor-faktor, antara 

lain:    

a. Melalui upaya manusia, media, perkumpulan, pengakuan dan kepatuhan 

terhadap hukum merupakan sebagai upaya  dalam menanamkan dan 

menerapkan hukum dalam masyarakat 

b. Sistem yang berlaku yang akan mendasari bagaimana bentuk dari respon 

masyarakat terhadap produk hukum. 
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c. Batas waktu dalam penanaman hukum yaitu lama maupun singkat waktu 

yang digunakan sebagai usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan 

diharapkan memberikan hasil.   

Kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum dan efektivitas peraturan 

perundang-undangan merupakan tiga faktor yang saling bergantung. Ketika orang 

mengacaukan pengetahuan hukum dengan kepatuhan hukum, keduanya terkait 

erat, tetapi tidak sama. Kedua faktor ini sangat menentukan baik atau tidaknya 

implementasi peraturan per UU di masyarakat (Achmad Ali, 36:2008)  

Dalam hal pelaksanaan undang-undang, efektivitas pelaksanaan undang-

undang no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan diukur dari pencapaian tujuan yang 

ditetapkan. Oleh karena itu, dijelaskan bahwa efektivitas undang-undang no. 16 

tahun 2019 tentang perkawinan diukur dari pencapaian tujuan yang ditetapkan 

dalam undang-undang no. 16 tahun 2019 sesuai dengan yang disebutkan 

sebelumnya. Dalam meraih pencapain yang diinginkan, harus mempertimbangkan 

beberapa faktor; hukum harus diterima oleh semua orang dan diubah menjadi 

tujuan bersama seperti kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Selain itu, UU No. 16 

tahun 2019 wajib selaras dalam hal pemahaman serta kesadaran hukum 

masyarakat, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang dipahami 

masyarakat, dan harus memiliki dasar atau tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya oleh peraturan yang lebih tinggi dengan otoritas yang berlaku. 

Tidak ada cara yang mudah untuk mengukur efektivitas, karena ada 

banyak cara untuk menilainya dan interpretasinya bervariasi. Dari perspektif 

produktivitas, manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas 
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berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Hasil rencana yang telah 

ditetapkan juga dapat diukur untuk menentukan tingkat efektivitas. Tetapi jika 

usaha, hasil kerja, dan tindakan tidak sesuai, tujuan tidak tercapai atau tidak 

tercapai. 

Pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi badan eksekutif secara 

profesional dan optimal, baik dalam penafsiran undang-undang maupun dalam 

pelaksanaannya, sangat berpengaruh terhadap efektivitas undang-undang secara 

keseluruhan.  Menurut Soerjono Soekanto (2013:7) Ada lima standar untuk 

mengukur efektivitas penegakan hukum, yaitu:   

a. Faktor hukum 

Keadilan, kepastian, dan kesempatan adalah tujuan hukum. Kadang kala 

sering terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik 

administrasi hukum di daerah ini. Kepastian hukum bersifat konkrit, sedangkan 

keadilan abstrak. 

b. Faktor penegak hukum 

Sifat hukum, mentalitas, dan kepribadian orang yang menegakkan hukum 

sangat penting. Ada masalah jika regulasi baik tetapi agen buruk..  

c. Faktor serana dan prasarana 

Perangkat keras dan perangkat lunak adalah komponen sarana dan 

prasarana pendukung. Penegakan hukum membutuhkan kendaraan dan 

peralatan profesional, kata Soejono Soekanto. Penegak hukum tidak memiliki 

sarana dan prasarana tersebut atau tidak memiliki kemampuan untuk 

menyesuaikan fungsinya dengan peraturan yang berlaku. 
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d. Faktor masyarakat 

salah satu faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum yang efektif 

sedangkan berbagai faktor dapat memengaruhi kepatuhan masyarakat, baik 

yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Orang Indonesia sering 

menafsirkan undang-undang dan bahkan berhubungan pribadi dengan penegak 

hukum. Ini berarti bahwa baik atau buruknya hukum selalu dikaitkan 

denganbagaimana penegak hukum bertindak.
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2.3 Kerangka Berpikir 

Table 2.1

UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan. 

UU PA No.50 Tahun 2009 tentang 

 Peradilan Agama. 

Kompilasi Hukum Islam. 

 

1. Cerai Talak 

1. Cerai Talak 

2. Cerai Gugat 

Apa saja penyebab 

terjadinya cerai talak 

dan cerai gugat pada 

masyarakat di 

kabupaten Bima? 

Bagaimana peranan 

peradilan agama 

kabupaten Bima dalam 

menyelesaikan kasus 

cerai talak dan cerai 

gugat? 

Bagaimana tingkat 

keberhasilan 

peranan peradilan 

agama dalam 

menyelesaikan 

kasus talak dan 

cerai gugat? 

Putusan Hakim 
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 arti dari kerangka beroikir tersebut ialah bahwa perkawinan di atur pada 

undang-undang, baik dalam hal melaksanakan perkawinan maupun melakukan 

perceraian. Perkara perceraian tidak sembarang dilakukan diluar pengadilan 

agama yang mempunyai wewenang karena perceraian dilakukan harus sesuai 

dengan undang-undang dan harus memiliki alasan yang jelas. Pengadilan agama 

memiliki wewenang yang di atur juga dalam undang-undang untuk mengadili 

perkara cerai talak dan cerai gugat, sebelum mengadili perkara perceraian 

pengadilan agama harus memeriksa faktor apa saja yang menyebabkan pasngan 

suami istri sehingga memutuskan untuk bercerai, sehingga pengadilan agama 

menjalankan perannya untuk memberikan putusan. Sebelum memberikan putusan, 

para hakim mengupayakan pasangan suami istri untuk berdamai karena peran 

pengadilan agama memiliki peran sebagai penengah dan mempersulit pasangan 

suami istri melakukan perceraian. 

Agar upaya berhasil, pengadilan agama dalam menyelesaikan prkara 

perceraian di tentukan oleh bagaiamana hakim dalam memposisikan dirinya 

sebagai penengah dan juga di tentukan oleh pasangan suami istri yang sedang 

berperkara agar bisa selalu hadir dalam persidangan. Sehingga dalam 

mengambilkan keputusan bisa di putuskan ketetapan yang berlandaskan faktor 

penyebab yang jelas dari pasngan yng sedang berperkara.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Metode harus terkait dengan masalah yang dikaji atau diteliti untuk 

melakukan penelitian, sehingga metode sangat penting untuk proses 

menyelesaikan masalah.. Studi ini menemukan bahwa sebagai berikut: 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan di laksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten 

Bima. Jl. Gatot Subroto No. 10 kecamatan mpunda, Bima. Letak geografis 

pengadilan agama kabupaten Bima sebagai berikut: 

1. Sebelah utara  : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. 

2. Sebelah barat  : Perum Bulog cabang Bima. 

3. Sebelah selatan  : Dinas Kesehatan Kabupaten Bima. 

4. Sebelah timur  : Badan Pertahanan Negara. 

3.1.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang 

merupakan jenis sosio yuridis yang melibatkan penyelidikan ketentuan 

hukum yang berlaku di dunia nyata. Metode penelitian ini yaitu penelitian 

penegakan hukum yang membicarakan tentang bagaimana hukum yang 

mendasari bekerjanya hukum di ruang publik, yaitu:  (1) hukum itu sendiri 

serta perintah; (2) aparat polisi dan pejabat; (3) fasilitas atau lokasi yang 

dipakai oleh penegak hukum; (4) atensi masyarakat (Zainuddin Ali 2011:31). 
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Menurut Bambang Waluyo (2008:17) Salah satu jenis penelitian 

hukum sosiologis adalah penelitian hukum empiris, yang juga disebut 

penelitian lapangan. Penelitian ini melihat peraturan hukum yang berlaku dan 

tindakan sosial yang nyata.  Setelah data dikumpulkan, telaah masalah 

dilakukan, yang pada akhirnya menghasilkan penyelesaian masalah.   

Berdasarkan definis di atas, bisa disimpulkan metode penelitian 

hukum empiris merupakan jenis penelitian yang berfokus dalam pencarian 

kepastian dengan tujuan menemukan permasalahan dalam peristiwa nyata 

didasarkan keadaan atau peristiwa yang terjadi di lingkungan 

warga.  Penelitian ini adalah penelitian sosio yuridis sebab hendak 

mengetahui bentuk peran peradilan agama dalam menyelesaikan kasus cerai 

talak serta cerai gugat sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik keluarga di 

pengadilan agama kota Bima. 

3.2 Subyek Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2016:26), mendefinisikan subjek penelitian 

adalah benda, atau orang yang memiliki data yang melekat padanya.  Menurut 

sugiyono (2017:300) cara menentukan subyek penelitian yaitu dengan teknik 

purposive sampling, yaitu teknik pengambilan subyek penelitian berdasarkan 

adanya ciri-ciri khusus yang ditentukan peneliti. Dalam sebuah penelitian, itulah 

data tentang variabee yang peneliti teliti. Maka subjek penelitian merupakan 

pihak-pihak yang terlibat yaiti pasngan suami istri serta hakim pengadilan agama 

kabupaten Bima. 
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3.3 Jenis Data 

Ishaq (2017:99) Jenis data dilihat dari sumbernya, bisa dibedakan antara 

data yang didapat langsung dari lapangan serta data yang didapat dari bahan 

pustaka. Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:  

a. Data primer yaitu diperoleh dengan melaksanakan studi lapangan, wawancara 

terstruktur yang dipandu oleh daftar pertanyaan disiapkan untuk responden 

yang berkaitan dalam masalah penelitian.  Bahan data primer adalah : 

1. Data statistik perkara perceraian dari Pengadilan Agama Bima 

2. Hasil wawancara dengan responden seperti pasngan suami istri, para 

hakim dan perangkat terkait di pengadilan agama Bima 

b. Data sekunder yaitu diperoleh dengan melaksanakan penelitian kepustakaan, 

yaitu melaksanakan kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, 

menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. Bahan data sekunder yaitu: 

1. Undang-undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No.1 

Tahun 1974 tentang perkawinan 

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang 

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

3. Kompilasi Hukum Islam 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data, dlam hal ini adalah proses di perolehnya data dari sumber 

data. Sumber data yang dimaksud berasal dari subjek penelitian (Subana dan 
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sudrajat, 2005:87). Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan memakai metode 

yaitu : 

3.4.1 Observasi 

Observasi adalah suatu pengamatan yang bisa didefinisikan pengamatan 

serta pencatatan secara teratur untuk identifikasi yang ada pada obejek penelitian. 

Menurut Sugiyono (2017:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data 

yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yng lain. 

Sedangkan menurut Moleong (2009:242), Pengamatan atau observasi adalah 

teknik penelitian yang sangat penting saat turun langsung ke lapangan. Observasi 

digunakan karena beberapa alasan. Apapun jenis pengamatannya, bisa disebut 

bahwa observasi itu terbatas dan bergantung pada jenis dan berbagai 

pendekatan. Hasil observasi yang diperoleh ialah antara lain mengetahui 

bagaimana; proses dan tahap sebelum berperkara di pengadilan agama bima, 

proses persidangan, proses mediasi, hingga proses pembacaan ikrar talak/gugat. 

3.4.2 Wawancara 

Menurut Lexy J. Moleong (2009:186) Wawancara yaitu komunikasi 

dengan tujuan tertentu. Wawancara dilaksanakan oleh peneliti yang memberikan 

pertanyan serta narasumber yang menjawab atas pertanyaan itu. Sugiyono 

(2017:467) mengungkapkan “Karena wawancara pada dasarnya adalah proses 

mendapatkan informasi, penting bagi pewawancara untuk memiliki kemampuan 

untuk mengumpulkan informasi dari responden.”.  

Menurut pendapat tersebut, teknik Wawancara atau wawancara adalah 

pertukaran informasi antara dua orang atau lebih saling bertatap muka selama 
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wawancara berlangsung, dengan pewawancara dan narasumber merupakan pihak 

dengan profil yang berbeda, satu pihak bertindak sebagai pencari informasi, atau 

mewawancarai sementara pihak lain bertindak sebagai informan. Isntrumen 

wawancara yang digunakan peneliti untuk penelitian ini ialah wawancara tidak 

teratur yang berpedoman pada rumusan masalah dalam penelitian ini. Dari hasil 

wawancara ini, peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian, antara 

lain ialah faktor-fator perceraian, peran peradilan agama/hakim dalam 

menyelesaikan kasus cerai talak dan cerai gugat, dan tingkat keberhasilan 

peradilan agama dalam menyelesaikan kasus cerai talak serta cerai gugat. 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Nastangin (2012:13) adalah setiap bahan tertulis. 

Sumber tertulis dapat terbagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber arsip, 

dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Sedangkan menurut Moleong (2009:163), 

Dokumentasi meliputi dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal 

berbentuk memo, pengumuman, pedoman dan tata tertib beberapa ormas yang 

digunakan untuk ruang lingkuppribadi. Materi eksternal berisi materi informasi 

organisasi sosial berupa majalah, buletin dan siaran berita di media massa.  

 Dalam penelitian ini, penulis memakai metode dokumenter sebagai alat 

untuk mengumpulkan data dari sumber tertulis diantaranya dokumen resmi,  yaitu 

data-data seputar kasus cerai talak dan cerai gugat yang pernah di tangani pada 

pengadilan agama Bima. Dari hasil observasi, peneliti mendapatkan statistic 

perkara cerai talak dan cerai gugat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, 

data perkara yang dimediasi, serta amar putusan. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data menggunakan metode analisis induktif untuk menentukan 

hasil dan kesimpulan. Metode ini memulai dengan fakta khusus dan kejadian 

nyata, kemudian fakta serta kejadian itu dianalisis dan disajikan dalam bentuk 

data dekskriptif. Berikut adalah proses analisis data: 

a. Reduksi Data 

Proses mengumpulkan hasil penelitian dengan memilih informasi penting 

yang berkaitan dengan masalah penelitian. Rangkuman hasil catatan ini 

disusun secara terurut dan lengkap untuk memberikan pemaparan lebih luas 

dan apabila data diperlukan kembali dapat dicari dengan mudah (Moleong, 

2017:283). Reduksi data digunakan supaya membuat pengumpulan data 

dilapangan lebih mudah.. 

b. Unitisasi dan Kategori Data 

Memberikan pemaparan tentang penelitian dengan jelas. Data yang 

dikumpulkan dari dokumentasi dan hasil wawancara disederhanakan dan 

disusun secara sistematis ke dalam kategori yang telah ditentukan, sesuai 

dengan tujuan penelitian. Lexy J. Moleong (2017:291), yang menyatakan 

“kategoris yaitu usaha untuk mengatur setiap unit menjadi bagian yang 

mempunyai kesamaan.  

c. Penyajian Data 

Temuan yang dikumpulkan selama penelitian untuk memberikan 

gambaran umum tentang data. Sebelum dianalisis dalam mengambil 
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kesimpulan dan hasil, data disajikan dalam bentuk deskriptif mengenai 

pengkategorian laporan dalam bentuk sitematis. 

d. Pengujian Keabsahan Data 

Pemeriksaan validitas data pada dasarnya merupakan komponen penting 

dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif, selain digunakan untuk 

membantah tuduhan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah. (Lexy J. 

Moleong, 2017:323). Keabsahan data dilaksanakan untuk membuktikan 

apakah penelitian yang dilaksanakan benar penelitian ilmiah serta untuk 

mengecek data yang diperoleh.  Menurut Moleong (2017: 327) kriteria 

keabsahan data ada empat macam, yaitu : (1) kredibilitas), (2) keteralihan  (3) 

kebergantungan, (4) kepastian 


